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ABSTRAK

Sejarah telah membuktikan adanya perkembangan yang pesat mengenai prinsip hukum
mternasional teristimewa hukum diplomatik Setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa
maka usaha kodifikasi di bidang hukum diplomatik semakin berkembang dengan ditetapkannya
<onvensi wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik.Setiap misi perwakilan diplomatik
memiliki hak kekebalan dan hak istimewa dan semuanya itu telah dijamin keberadaannya di
Zalam konvensi wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Pemerintah Republik Indonesia
pada awal tahun 1992 telah ikut meratifikasi konvensi wina tahun 1961 ini menjadi undang-
andang nomor | dan 2 tahun 1982 sebapai pedoman hukum dalam bidang diplomatik dan
ronsuler. Dalam prakiek setiap misi perwakilan diplomatik dan para stalnya diberikan
kekebalan dan keistimewaan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya di negara penerima. |
Namun pada Kenyataannya banyak kasus penvalahgunaan kekebalan dan keistimewaan
diplomatik terjadi di negara penerima, contohnya vang terjadi di indonesia pada bulan februari
tahun 1994 dimana dua orang staf kedubes amerika serikat vang berkedudukan schagai staf
teknis dan administrasi telah terbukti melakukan suatu tindak pidana pengedaraan obat-obatan |
terlarang dengan barang bukti pil cctasy, lerhadap tindakan yang dianggap bertentangan
dengan undang-undang negara penerima. pemerintah  harus memproses  dan mengambil
tindakan legas dengan jalan penyidikan dan penvelidikan, penahanan bahkan persona non
grata.Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis
sostologis. Data vang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan sifat dari penelitian ini
adalah bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sering terjadi pelanggaran
undang-undang  pada negara penerima  oleh  pejabat  diplomatik asing  disebabkan

_penyalahgunaan hak kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepadanya,
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BARB I
PENDAHULUAMN

voatar Belakang Masalah

Dewasa ini hampir semua Negara mempunyai perwakilan diplomatik
dan staf-stafnva di negara lain. Misi-misi diplomatik it sifatnya tetap
walaupun dalam prakick pejabatnya berganti-ganti dan waktu ke waktu
Sejalan dengan perkembangan selama beratus-ratus tahun, lembaga-lembaga
perwakifan diplomatik  telah menjadi svarat wtama dalam melakukan
hubungan timbal balik di antara berbaga negara.

Hubungan diplomatik. schagai salah satu instrument hubungan luar
negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan vang terjadi
di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan  peluang dan
tantangan vang lebih besar dalam penyelenggaraan hubungan luar negen
melalur pelaksanaan polink huar m_‘gcri_l Perkembangan dunia vang di tanda
dengan pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah
meningkatkan intensitas hubungan dan interdependansi antar negara. Sejalan
dengan peningkatan hubungan terscbut, maka makin meningkat pula kerja
sama [nternasional.

Perwakilan  diplomatuk  merupakan ecara wvang  bhalk  dalam
mengadakan atan mervndimekan suato masalah yang berhubungan denpan

kepentingan  nasional  masing-masing negara. Baik di bidang  politk,
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ckonomi,  perdagangan.  social budava maupun masalah  vang
menyangkut kehidupan internasional lainnya.”

Rongres Wina 1815 sebagai dasar dalam  diplomasi  modern,
Konvensi Wina Tahun 1961 tentane Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina
1963 tentang Hubungan konsuler, serta Konvensi New York Tahun 1969
tentang utusan khusus menjadi pedoman pokok hubungan antar negara dan
antar orgamsasi mternasional. Dalam membina hubungan antar nepara
tersebut, hukum diplomatik menjadi suatu hal vang sangat penting untuk
dipahami.

Lahimya Konvensi Wina 1961 tentang  hubungan [nplomatik
merupakan suatu keputusan masyarakat internasional dalam merealisasikan
butir-butir ketetapan yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Konvensi Wina tahun 1961 memberikan  landasan  hukum
(internasional) yang kuat dan tepat bagi negara-negara untuk menjalin dan
meningkatkan hubungan antar negara dalam rangka memenuhi national
inferest mercka dan menjaga perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia (onan right).” Konvensi Wina 1961 ini terdini dari 53
pasal yang meliputi semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara
PCrmanen antar negara.

Phsamping itu, terdapat pula dua Protokol pilihan (optional protocol)
mengenal perolchan Kewarganegaraan dan keharusan untuk menvelesaikan

sengheta yang masing-masing terdiri dari 8 dan 10 pasal. Konvensi Wina

SWidodo, 2009 ukem Thplomatik dan konsuler, Surabava, Laksbang
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan
[ari uraian vang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapal
diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Indonesia adalah satu negara hukum . oleh karenanva setiap pemberian hak
kekehalan diplomatik tentu harus mempunvai kepastian hukum. Landasan
hukum bagi pemberian hak tersebut didasarkan atas prinsip reciprositas (
timbal halik } antar negara. Negara Indonesia selama ini telah mengpeunakan
Konvenst Wina tentang hubungan diplomatik dan Konsuler vang diratifikasi
menjadi UU Nomor | dan Nomor 2 tahun 1982 sebagai pedoman hukum di
bidang diplomatik dan konsuler. Dalam rangka melaksanakan pohuk luar
negert vang bebas akul dan untuk menjamin dan memelihara kepentingan
nasional kini di Indonesia dalam hal pemberian kekebalan dan keistimewaan
diplomatk berlaku konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik
beserta protocol opsionalnya serta Konvensi Wina 1963 tentang hubungan
konsuler beserta peotocol opsional dan kovensi New York mengenar Misi
Khusus 1969 beserta protocol opsionalnya,

2).Dalam praktcknya misi perwakilan diplomatik dan para stafnva diberikan
kekebalan dan keistimewaan namun dalam  kenvataannva banyvak  Kasus

mengenai penyalahgunaan kekebalan vang terjadi di negara penerima. dalam

kasus penvalahgunaan  kekebalan  dan  keisumewaan  diplomauk  vang
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